BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan setalah dilakukan

pengelolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1.

Konflik tanah ulayat antara Negeri Kariu dan Negeri Pelauw di Pulau
Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, bermula dari
divergensi interpretasi terkait hak atas kepemilikan Tanah Hutan Roroal.
Secara tradisional, hutan ini diakui sebagai aset milik Negeri Kariu.
Namun, Negeri Pelauw membantah klaim tersebut, mengakibatkan
ketegangan antar kedua belah pihak. Divergensi pandangan ini berujung
pada insiden serius ketika seorang warga dari Negeri Kariu menjadi target
serangan. Insiden ini menandai eskalasi ketidakpuasan Negeri Kariu
terhadap situasi tersebut. Akibat dari konflik tersebut respons, kedua
negeri tersebut kini memperketat pengawasan di perbatasan wilayah
mereka, bertujuan untuk menjaga keamanan dan mempertahankan hak
atas kepemilikan tanah adat ini. Oleh karena itu konflik ini membutuhkan
pendekatan yang hati-hati serta intervensi yang efektif untuk mencari
solusi yang adil dan berkelanjutan, mengingat dampaknya terhadap
stabilitas sosial dan keharmonisan komunal di wilayah tersebut.

Dalam proses penyelesaian konflik tanah ulayat antara negeri Pelauw dan

negeri Kariu di pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluk
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dapat dilakukan dengan beberapa upaya yakni pertama,.dilakukan melalui hukum
adat namun melalui mekanisme ini tidak memberi hasil yang positif karena Negeri
Kariu khawatir kehilangan kontrol atas tanah ulayat yang diserahkan kepada Negeri
Pelauw, memicu ketidakbersediaan mereka untuk menyelesaikan konflik melalui
cara ini, proses pun dilanjutkan dengan negosiasi lokal namun konflik ini tetap tidak
terselesaikan dengan baik karena kedua belah pihak masih menyimpan dendam. Hal
ini membuat pemeritnah turun tangan dengan melakukan mediasi, melalui mediasi
ini, tercapai kesepakatan di mana Negeri Kariu mendapatkan kembali pengungsi dan
perbaikan rumah, sementara Negeri Pelauw meminta kompensasi serupa. Pemerintah
menyetujui permintaan ini, namun ketegangan tetap ada, dengan Negeri Kariu
menggunakan transportasi laut untuk menghindari ancaman lebih lanjut. Namun dari
proses mediasi tersebut tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan proses litigasi
dimana, Negeri Kariu telah mengajukan laporan resmi kepada Kapolda Maluku
terkait klaim hak ulayat di Roroal, menunjukkan bukti dan argumen pendukung.
Proses hukum ini menjadi langkah penting dalam menyelesaikan konflik secara adil

dan transparan.

B. Saran
Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian
lanjutkan dapat mengmbil langkah- langkah berikut ini :
1.  Bagi pemerintah, khususnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN)
perlu adanya pemetaan dan dokumentasi tanah secara merata yang dapat
menggunakan teknologi GIS untuk memvisualisasikan secara jelas batas-

batas yang dipertanyakan, dengan demikian dapat membantu kedua pihak
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dalam memahami lokasi dan perluasan yang tepat dan akurat dari tanah
yang dipersengketakan. Upaya ini akan meminimalisir salah paham dan
konflik dengan menunjukan data objektif yang dapat diakses oleh kedua
belah pihan, dan melalui upaya ini juga data yang valid dan transparan
dapat mengurangi spekulasi dan emosi yang tidak didasarkan pada fakta.
Bagi masyarakat terkait hukum adat tanah ulayat, melalui program
kampanye dan penyuluhan kepada masyarakat akan kesadaran hukum
tanah dan resolusi konflik, serta memelihara keharmonisan antar
komunitas, melalui kampanye ini bisa membantu masyarakat dikedua
negeri memahami konsekuensi dari konflik berkepanjangan dan manfaat
dari resolusi damai. Selain itu perlu adanya pemberdayaan terhadap
kedua komintas masyarakat (Negeri Kariu dan Pelauw) melalui pelatihan
dalam manajemen sumber daya alam dan mediasi konflik, sehingga
melalui pemberdayaan ini bisa meningkatkan kapasitas lokal untuk
pengelolaan tanah dan sumber daya secara berkelanjutan, sekaligus

mendukung permasalahan tanpa eskalasi konflik.
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